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ABSTRAK 
Nama Penyusun    :   Ahmad 
NIM                        :  10100107006 
Judul Skripsi    : Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Pattongko’ Siri’ 
(Study Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa) 
 
 
Skripsi ini berjudul Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Pattongko’ Siri’ 
(Study Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa). Skripsi ini membahas tentang 
masalah yang terjadi akibat perkawinan yang dilangsungkan untuk menutup aib dan 
rasa malu dalam interaksi social dikarenakan adanya hubungan seks diluar nikah 
yang mengakibatkan kehamilan oleh pihak perempuan. Untuk mengkaji masalah ini 
penulis menggunakan penelitian dengan menggunakan beberapa metode yaitu, 
pengumpulan data dan analisis data, baik analisis induktif ataupun deduktif. 
Syariat Islam mengajarkan bahwa eksistensi perkawinan supaya 
dipertahankan sepanjang kehidupan suami istri. Sebab, perkawinan disyariatkan oleh 
islam karna merupakan suatu kunci ketentraman masyarakat. Oleh sebab itu adanya 
lembaga perkawinan, merupakan suatu kepentingan pokok menciptakan kedamaian 
dan ketentraman dalam kehidupan. Laki-laki dan perempuaan keduanya diciptakan 
untuk saling mencintai sehingga sempurnahlah bangunan masyarakat manusia. 
Dengan demikian perkawinan yang diatur sedemikian rupa oleh islam bukanlah 
suatu persoalan yang bisa di kesampingkan begitu saja, tetapi jauh dari itu 
merupakan salah satu institusi suci yang mutlak diikuti dan di pelihara. Akan tetapi 
konflik dalam rumah tangga seperti perceraian (pemutus hubungan) juga tak dapat di 
pungkiri namun hal tersebut telah menjadi rekomendasi dari Allah SWT, 
sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi “ perbuatan yang halal yang paling  
dibenci oleh Allah SWT adlah perceraian”. 
Perkawinan Pattongko’ Siri' adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang 
laki-laki yang berperan untuk menutup aib dan rasa malu demi menjaga nama baik 
setiap keluarga dalam interaksi sosial atau masyarakat. Perkawinan ini mayoritas 
dilaksanakan karna adanya hubungan seks diluar nikah. Hubungan seks yang terjadi 
ini sering mengakibatkan kehamilan bagi perempuan diluar nikah, sehingga pada saat 
orang tua mereka mengetahui hal yang demikian maka keluarga pihak perempuan 
meminta kepada laki-laki yang telah menghamili anaknya itu agar segera untuk 
bertanggung jawab. 
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KATA PENGANTAR 
 ِﻢْﻴِﺣ ﱠﺮﻟﺍ ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟﺍ ِﷲ ِﻢِْﺴـﺑ 
 ِْﻴـﻠَﺳْﺮُﻤﻟﺍَﻭ ِءَﺎـِﻴـْﺒـﻧَ ﻻْﺍ ِﻑَﺮَْﺷ ﺃ َﻲـَﻠـﻋ ُﻡَ ﻼﱠﺴﻟﺍَﻭ ُ ﺓَ ﻼﱠﺼﻟﺍَﻭ َﻦْﻴَِﻤـﻟﺎَﻌﻟْﺍ ِّﺏَﺭ ِﻪﱠـﻠِﻟ ُﺪْﻤَْﺤـَﻟ ﺍ َﻲَﻠـﻋَﻭ ْﺪﱠـﻤَﺤُﻣ َﺎـﻧِِّﺪـﻴَﺳ َﻦ
 َﻦْﻴِﻌَﻤْﺟَ ﺃ ِِﻪـﺒْﺤَﺻ َﻭ ِﻪَِﻟ ﺍ 
Syukur alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah swt. yang berhak untuk 
menerimanya. Nikmat yang telah di anugrahkan kepada hamba-Nya yang tak terkira 
jumlahnya patut untuk disyukuri baik melalui lisan maupun amal. Shalawat serta salam 
semoga tercurah kepada Nabiullah tercinta  Muhammad saw., keluarga, maupun para 
sahabatnya. Dengan ini, selaku penulis ingin bersyukur melalui amal dalam bentuk penulisan 
skripsi  dengan judul “Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan Pattongko’ Siri’ (Study 
kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)”, dan penulis sadar  bahwa karya ini tak 
mungkin terwujud tanpa didasari niat yang tulus serta perjuangan tak pantang menyerah. 
Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis 
alami, akan tetapi atas berkat, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga semuanya 
dapat diatasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada: 
1. Terkhusus kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai kepada Drs.Amiruddin 
dan Raswiah, yang telah membimbing, mendidik, memberikan dukungan moril maupun 
materil serta kasih sayang dan rasa cintanya kepada Ananda. tak lupa kepada saudara 
kandung saya yang tercinta Rahmiati, Rahmawati, Ratih, dan Arman, beserta seluruh 
keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasinya 
selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tanda berakhirnya studi di 
bangku kuliah. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S Sebagai Rektor UIN Alauddin 
Makassar beserta pembantu Rektor I, II dan III yang telah membina dan memimpin UIN 
Alauddin Makassar 
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, MA., selaku Dekan beserta Pembantu Dekan I, II dan 
III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 
4. Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama, Andi. 
Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag., selaku sekretaris Jurusan Peradilan Agama, dan Dr. H. 
Abd. Halim Talli, M.Ag., selaku pembiming I, serta Drs. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag 
selaku pembimbing II, yang telah ikhlas melayani dan mengarahkan penulis dari awal 
hingga saat selesainya studi  dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi 
saran-saran dalam penyusunan skripsi ini hingga penulis banyak memperoleh 
pengetahuan sebagai bekal mengarungi kehidupan. 
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Syari’ah dan Hukum  yang pernah mengajar dan 
membimbing penulis,  serta permohonan maaf apabila ada perbuatan, ucapan serta 
tingkah laku penulis yang tidak sepatutnnya dilakukan. 
6. Sahabatku yang tercinta Abd. Rachman Ma’arif, terima kasih banyak atas motivasi dan 
supportnya selama ini. 
7. Teman-teman mahasiswa/mahasiswi UIN Alauddin, Ilham Rusdi, Kurniawan Ahmad, 
Arif, Nevi, Iin, Ida, dan semua teman teman Jurusan Peradilan Agama yang tidak sempat 
penulis sebutkan satu persatu. Dengan segala bantuan yang telah diberikan, penulis tidak 
mampu untuk membalasnya, hanya Allah swt., yang dapat membalasnya. 
8. Sosok wanita yang penulis sangat cinta dan sayangi telah memberikan motivasi yang  
luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Tak lupa penulis mengucapkan kata maaf yang sebesar-besarnya, karena menyadari 
bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan yang tidak disengaja, baik dari 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkawinan yang selanjutnya melahirkan kehidupan rumah tangga 
bahagia, kekal dan sejahtera secara kausalitas sesungguhnya turut mempunyai 
andil terhadap pencapaian dan terciptanya suasana keharmonisan dalam 
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Kenyataan ini dapat 
disaksikan secara seksama di tengah-tengah komunitas sepanjang hidup manusia 
di dunia, sebab terbentuknya sebuah negara berasal dari persatuan kelompok-
kelompok masyarakat kecil dalam hal ini keluarga yang sebenarnya terbentuk dari 
hasil perkawinan.  
Sesungguhnya perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat besar yang 
terkandung di dalamnya. Pertama dalam upacara perkawinan dilangsungkan akad 
nikah sebagai ikrar perjanjian yang sangat kuat dua insan yang saling mencintai 
dan ingin hidup bersama menjadi sepasang suami isteri dengan tekad untuk 
membina rumah tangga yang bahagia. Kedua perkawinan adalah satu-satunya 
tahap yang harus dilewati untuk memperoleh legitimasi hukum sehingga 
membolehkan laki-laki dan perempuan  untuk melakukan “hubungan intim” 
dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis yang pada dasarnya menurut ajaran 
agama serta kesusilaan hubungan seperti itu diharamkan, jika dilakukan oleh 
mereka yang belum sah melangsungkan perkawinan. Ketiga dengan perkawinan 
maka terjadilah proses regenerasi dimana akan hadir keturunan yang nantinya 
akan melanjutkan cita-cita keluarga, Agama, Bangsa dan Negara.   
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Sisi lain yang tidak kalah pentingnya dari perkawinan adalah berpadunya 
dua kelompok-kelompok luas (mempelai laki-laki dan perempuan) yang akan 
menjadi satu ikatan keluarga besar yang akan berinteraksi dan memelihara 
kerukunan dalam masyarakat, selain itu perlu diwaspadai dan diantisipasi agar  
tidak terjadi sebuah konflik yang dapat menyebabkan rumah tangga menjadi 
kacau dan akhirnya akan menjadi pemutusan hubungan ikatan persaudaraan 
keluarga tersebut. Dengan kata lain akan terjadi perceraian kedua belah pihak, 
konflik antara suami dan isteri yang sukar untuk mencari alternatif pemecahan 
masalah makin lama akhirnya berujung pada perceraian sebagai solusi akhir, 
tetapi sesungguhnya secara psikologis hal itu dapat meresahkan, dan 
mengecewakan. 
Mengingat besarnya resiko perceraian bagi penataan kehidupan 
masyarakat, maka jika kiranya ada perasaan kurang senang sang suami terhadap 
isteri, maka harus dicari alternatif pemecahan antara kedua belah pihak. 
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-nisa Ayat 35: 
 	
  
  ִ"# 
$☺&ִ' ()*+ ,-.- 
$☺&ִ' ()*+ /ִ01.- 
 /ִ234563 ☯891(: 
;<#63 =/ 
/ִ☺>? & @ / 
֠⌧C D☺?16 EF5Gִ 
H4   
  
Terjemahnya : 
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Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-
istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar.1 
Begitupun dalam Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 , salah satu 
prinsip  yang dikandungnya adalah mempersulit/menyulitkan perceraian.2 
Dalam konteks dua terminologi perkawinan dan perceraian di atas, ada 
satu fenomena menarik sekaligus unik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, 
yaitu Pattongko’ Siri’  
Perkawinan Pattongko’ Siri’ adalah perkawinan yang dilakukan oleh 
seorang laki-laki yang berperan menutup aib dan rasa  malu demi menjaga nama 
baik keluarga. Perkawinan ini dilaksanakan karena adanya hubungan seks yang 
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar nikah, hubungan seks yang 
dipraktekkan itu sering mengakibatkan kehamilan perempuan tersebut, sehingga 
pada saat orang tua mereka mengetahui hal itu maka keluarga pihak perempuan 
meminta laki-laki yang telah menghamili itu untuk bertanggung jawab, namun 
laki-laki itu biasanya tidak mau bertanggung jawab dengan cara meninggalkan 
tempat kediamannya sehingga laki-laki tersebut tidak diketahui keberadaannya 
oleh pihak perempuan tersebut. Oleh karena itu untuk menjaga rasa malu dan 
nama baik keluarga perempuan, maka jalan keluarnya mereka menarik laki-laki 
lain untuk menikahi anaknya. 
                                                 
1. Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. V; Semarang: Karya Putra 
Utama 2006), h.123 
2. Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1995), h. 57 
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Dari pengertian di atas perkawinan Pattongko’ Siri’ dapat dinyatakan 
sebagai perilaku yang menyimpang dari ajaran syariat (hukum) Islam, sebab 
lembaga perkawinan (rumah tangga) yang sangat dianjurkan harus dibina dan 
dipelihara kerukunannya, dengan sikap saling kasih dan sayang sepanjang masa 
dalam rangka menghindari perceraian, tetapi justru menjadi penyebab munculnya 
kasus perkawinan Pattongko’ Siri’ yang dipadang telah melecehkan tujuan dan 
hikmah sebuah perkawinan, sekaligus mempermulus tindakan pemutusan 
hubungan perkawinan dalam hal ini perceraian. 
Pengkajian seputar perkawinan Pattongko’ Siri’ bagi kami merupakan 
suatu hal yang sangat penting, mengingat perkawinan dan resikonya yang sangat 
besar, dengan demikian perkawinan Pattongko’ Siri’ yang akan dikaji lebih lanjut 
nantinya diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat sehingga 
merubah paradigma dan akhirnya mengikis tradisi perkawinan Pattongko’ Siri’ 
yang marak dipraktekkan. 
B. Rumusan Masalah 
Dalam rangka memperjelas kajian ini dan dari latar belakang di atas, maka 
penulis merumuskan pokok permasalahan, yaitu “Bagaimana perkawinan 
Pattongko’ Siri’ dapat mempengaruhi tingkat perceraian” kemudian dari pokok 
permasalahan ini, diperluas pada dua sub pokok permasalahan yaitu : 
1. Faktor-faktor terjadinya perkawinan Pattongko’ Siri’ di kabupaten 
Gowa? 
2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi 
perkawinan Pattongko’ Siri’? 
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C. Hipotesis  
Dari rumusan masalah yang ada dapat dikemukakan hipotesa yang diuji 
dan dibuktikan pada hasil penelitian : 
1. Kawin Pattongko’ Siri’ dapat menciptakan kondisi rawan terhadap 
keinginan untuk bercerai, indikatornya jelas, dimana lembaga 
perkawinan sukar untuk dipertahankan, pada saat laki-laki (suami) pergi 
meninggalkan perempuan (isterinya) dengan niat tidak akan hidup rumah 
tangga, maka rumah tangga akan menjadi retak, meskipun sikap itu 
dilakukan setelah akad nikah, akhirnya kondisi demikian memicu 
langkah selanjutnya yakni usaha untuk bercerai dengan mengajukan 
perceraian ke Pengadilan Agama, dengan asumsi ini dapat dibuat teori 
kausalitas bahwa banyaknya praktek perkawinan Pattongko’ Siri’ 
memungkinkan untuk memperbanyak perceraian pada Pengadilan. 
2. Kawin Pattongko’ Siri’ dalam realitasnya di masyarakat sudah menjadi 
tradisi, sehingga perkawinan Pattongko’ Siri’ pada dasarnya dijadikan 
sebagai jalan keluar bagi masyarakat  untuk menjaga nama baik keluarga, 
meskipun kita tidak sadari bahwa perkawinan seperti itu sangat 
berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama.  
D. Defenisi Oprasional dan Ruang Lingkup Pembahasan 
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Dalam rangka membatasi ruang lingkup pembahasan dan menghindari 
pemahaman ganda dan keliru maka ada 2 (dua) istilah yang perlu penulis 
kemukakan definisinya : 
1. Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya ; pisah, putus hubungan 
atau ikatan suami isteri, dan talak. Sehingga percegraian dapat di artikan 
perpisahan atau perpecahan. Perihal bercerai (antara suami isteri)3 
Sedangkan arti talak ialah perceraian atau putusnya perkawinan dalam 
hukum islam antara suami isteri atas kehendak suami. 
2. Perkawinan Pttongko siri’  dalam berbagai kamus istilah, tidak di 
temukan pengertiannya, sebab pattongko siri’ merupakan istilah lokal 
masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Sungguminasa, Kabupaten 
Gowa. Tetapi untuk memberikan pemahaman terhadap istilah tersebut, 
maka penulis secara sederhana memaparkan bahwa, perkawinan 
pattongko’ siri’ adalah sebuah perkawinan yang di laksanakan untuk 
menutup aib keluarga perempuan, yang disebabkan kehamilannya diluar 
nikah. 
E. Metode Penelitian  
Dalam pembahasan skripsi ini digunakan beberapa metode, antara lain 
sebagai berikut :  
1. Metode Pengumpulan Data  
                                                 
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2008), h. 163-164   
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a. Metode Library Research, yaitu cara mengumpulkan data melalui 
kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam 
skripsi ini dengan menggunakan kutipan : 
1) Kutipan langsung ialah mengutip suatu karangan isi atau isi suatu 
bacaan dengan tidak merubah redaksinya 
2) Kutipan tidak langsung yaitu mengutip suatu karangan dengan 
merubah redaksi karangan tersebut berupa; ikhtiar.  
b. Field Research yaitu mengumpulkan data langsung, mengadakan 
penelitian di lapangan (mengamati gejala-gejala yang telah terjadi di 
lokasi kejadian) guna memperoleh data yang konkrit yang ada 
hubungan dengan pembahasan yang akan dibahas, dalam hal ini 
dapat dipergunakan metode penelitian sebagai berikut : 
1) Metode observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan 
mengadakan pengamatan langsung (mengamati objek yang akan 
diteliti) di lapangan sesuai dengan objek yang akan diteliti di 
daerah Sungguminasa 
2) Interview yaitu metode yang dilakukan dengan jalan wawancara 
langsung dengan tokoh-tokoh, masyarakat dan pihak-pihak terkait 
yang mengetahui data yang penulis butuhkan. 
2. Metode Pendekatan  
a. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan atau 
dipergunakan dengan jalan menelusuri system hukum atau Undang-
Undang Perkawinan (Perceraian) 
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b. Pendekatan Syar’i yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 
memahami data yang bersifat dokumenter; seperti Al-Qur’an dan As-
Sunnah. 
 
 
3. Metode Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, selanjutnya akan 
dianalisis dengan menggunakan metode:  
a. Induktif yaitu metode penulisan yang bertitik tolak dari hal-hal yang 
bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum 
b. Deduktif yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan 
menganalisis data atau fakta yang bersifat umum kemudian 
menunjuk kesimpulan yang bersifat khusus.  
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang berjudul “tingkat 
perceraian akibat perkawinan Pattongko’ Siri’ (studi kasus Pengadilan Agama 
Sungguminasa) adalah:  
a. Untuk mengetahui secara detail system perkawinan pattongko siri’ 
yang terjadi pada masyarakat Sungguminasa 
b. Untuk mengkaji sejauh mana pengaruh perkawinan pattongko’ siri’ 
terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
2. Kegunaan  Penelitian 
9 
Adapun kegunaan dari penelitian yang berjudul “tingkat perceraian akibat 
perkawinan Pattongko’ Siri’ (studi kasus Pengadilan Agama Sungguminasa) 
adalah:  
a. Penelitian ini di maksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas 
tentang bentuk perkawinan pattongko’ siri’. 
b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu sumbangan dan 
bahan rujukan bagi masyarakat yang bersangkutan, bahwa perkawinan 
pattongko’ siri’ cenderung berdampak negative daripada positif. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Perkawinan dan Perceraian 
1. Perkawinan 
Perkawinan secara etimologi, "berarti persetubuhan". Ada pula yang 
mengartikan perjanjian (a!-aqdu).1 
Secara terminologi perkawinan menurut Abu Hanifa adalah "aqad yang 
dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan, 
dengan sengaja. 
Munurut mazhab maliki perkawinan atau pernikahan adalah "aqad yang 
dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita". 
Menurut mazhab Syaf'i penikahan merupakan "Aqad yang menjamin 
diperbolehkan persetubuhan. 
Sedangkan menurut mazhab Hambali pernikahan yaitu Aqad yang 
didalamnya terdapat lafadz penikahan secara jelas, agar diperbolehkan 
bercampur”.2 
 Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati 
perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah 
tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu 
sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karna itu, perkawinan 
                                                          
1 Hasan, M. Ali, Masailfiqhiyah al- haditsoh, (Cet. I; Jakarata: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1996)., h. 1-2 
 
2  Ibid 
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tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai 
kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang 
kokoh (mitsaaaqan ghalidhan), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu 
kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyalur kebutuhan biologis 
semata.3 
Nikah telah menjadi syariat Islam yang tidak boleh diabaikan karena salah 
satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang 
sempurna. Bahkan kawin atau nikah merupakan jalan yang sangat mulia untuk 
mengatur, membina kehidupan rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Firman 
Allah swt. Dalam surah An-nisa' ayat 1 sebagai berikut: 
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Tejemahnya: 
"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya 
(Hawa) dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharahlah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah slalu menjaga dan mengawasi kamu”.4 
                                                          
3  Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 
h. 13 
4 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Per-kata, (Bandung: Cv. Jaya Sakti. 
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Maksud dari ayat diatas menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian 
tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. 
Disamping itu ada pula yang menafsirkan ialah dari unsur yang serupa yakni 
tanah seperti halnya Adam a.s. diciptakan. Menurut kebiasaan orang Arab, 
apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka 
mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau 
meminta kepadamu dengan nama Allah. 
Pertalian antara suami dan istri dalam bingkai perkawinan (kehidupan 
rumah tangga) sesungguhnya membuka  jalan untuk saling kenal dan memahami 
kehidupan masing-masing antara satu dengan yang lain, sebab didalamnya 
mengandung nilai-nilai kebaikan terhadap pembangunan kehidupan berumah 
tangga, beragama, bermasyarakat dan bernegara. 
Betapa tidak Allah swt telah menjadikan bani adam (manusia) dan 
menjadikan nikah sebagai cara untuk memiliki keturunan karena dengan jalan 
yang demikian ini hukum adalah proses-poroses positif dalam menyalurkan 
nafsu seksual secara resmi dan sah menurut hukum adat dan agama untuk 
menghindari terjadinya kemaksiatan. 
Rukun perkawinan 
Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah. 
Rukun nikah menurut Mahmud Yunus bagian dari hakikat perkawinan yang 
                                                                                                                                                               
2007), h. 77 
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harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Tanpa adanya rukun atau tidak 
terpenuhinya salah satu rukun tersebut maka perkawinan tersebut di anggap 
tidak sah. 
 
Adapun rukun tersebut yaitu : 
1. Calon suami 
2. Caion istri 
3. wali nikah 
4. Dua orang saksi 
5. Ijab dan kabul.5 
Dari kelima rukun perkawinan diatas maka satu sama lain mempunyai 
kaitan yang erat terhadap sah dan terlaksananya perkawinan. 
Calon suami yang merupakan rukun perkawinan harus terpenuhi karena 
perkawinan secara otomatis tidak akan terjadi dan tidak sah tanpa adanya calon 
suami. Tentunya calon suami ini harus saling menyukai dengan calon istrinya 
atau dengan calon mempelai wanita betapa tidak perkawinan yang 
dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat menciptakan 
hubungan yang harmonis dalam kehidupan membangun rumah tangga. Begitu 
pula calon istri harus dimintai persetujuannya walaupun dalam perkawinan kita 
tidak nafikan eksistensi wali yang bertanggung jawab atas mempelai wanita. 
Tetapi paling tidak calon mempelai wanita perlu diketahui bagaimana 
                                                          
5   Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam  (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 
2000), h. 82 
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sebenarnya respon terhadap perkawinan yang akan dilaksanakan . 
Wali nikah (wali si perempuan ) 
Wali adalah orang yang mengakadkan atau yang bertindak menikahkan si 
perempuan kepada laki laki. 
Diantara kebaikan hukum Islam dan kedalaman jangkauannya dalam 
menetapkan hukum yaitu terdapat persyaratan dalam berbagai transaksi yang 
dapat menjaga kemaslahatan serta keberlangsungan wibawa transaksi tersebut . 
Hal ini membuktikan adanya suatu syariat yang benar datang dari peletak hukum 
yang maha bijaksana dan mengetahui kemaslahatan hambanya. Dengan 
demikian keberadaaan suatu transaksi yang ditetapkannya tidak menjadi liar dan 
tanpa batas. Diantara transaksi tersebut adalah transaksi nikah atau akad dimana 
akad ini Islam menetapkan persyaratan diantaranya adalah keridhaan kedua belah 
pihak yang dinikahkan. 
Sang laki laki tidak boleh dipaksa untuk menikahi seorang perempuan 
yang tidak disukainya. Begitu pula perempuan tidak boleh dipaksa untuk 
dinikahi oleh seorang laki laki yang tidak disukai olehnya. Dalam Al-Quran 
surah An-nisa ayat 19 sebagai berikut : 
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Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita 
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena 
hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. 
Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak 
menyukai mereka,(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 
menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang 
banyak”6 
 
Maksud dari ayat Ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak 
dengan jalan paksa. Menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang 
meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain 
mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan 
dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan 
kawin lagi. 
Dari adanya ketentuan mengenai ketentuan kedua belah pihak para ulama 
berpendapat diantaranya yaitu imam Malik dan Abu hanifah bahwa menurutnya 
ayahlah yang menikahkannya bagi seorang gadis yang belum mencapai umur 21 
tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan. Adapun menurut Asy-
Safi'I, Abu yusuf dan Muhammad, berpendapat bahwa seorang ayah tidak dapat 
menikahkan anaknya yang berstatus janda yang telah hilang kegadisannya akibat 
perkawinan (persetubuhan) dan bukan akibat yang lain.7 Alasan mereka adalah 
                                                          
6  Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Teriemah Per-kata, (Bandung: 2007), h. 80 
 
7  Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Cet I: Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 
h. 67 
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hilangnya kegadisan menghilangkan perasaan malu yang biasanya dimiliki oleh 
seorang gadis . 
Susunan wali 
Wali terbagi menjadi dua yaitu 
1. Wali nasab 
2. Wali hakim 
Wali nasab adalah wali yang berdasarkan keturunan atau aliran darah. 
Adapun diantaranya yaitu : 
1. Bapak 
2. Kakek(bapak dari bapak) 
3. Saudara laki iaki yang seibu, sebapak dengannya 
4. Saudara laki laki yang sebapak saja dengannya 
5. Anak laki laki dari saudara laki laki yang seibu dan sebapak dengannya 
6. Anak laki laki dan saudara laki laki yang sebapak saja dengannya 
7. Saudara bapak yang laki laki (paman dari pihak bapak) 
8. Anak laki laki paman dari pihak bapak 
9. Wali hakim.8 
Wali hakim adalah wali yang bertindak menikahkan mempelai 
perempuan apabila wali nasab sudah tidak ada (meninggal) atau tidak mau 
menjadi wali dan menikahkan mempelai perempuan tanpa alasan yang dapat 
dibenarkan menurut ketentuan syariat. 
                                                          
8 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Cet I: Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 
h. 92 
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Syarat syarat wali 
Wali bertangung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh itu tidak 
semua orang dapat diterima menjadi wali tetapi hendaklah dia memiliki sifat 
sebagai berikut: 
1. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali. 
2. Baliq (sudah berumur sedikitnya 15 tahun) 
3. Berakal 
4. Merdeka 
5. Laki laki 
6. Adil9 
Apabila seorang telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan 
seorang laki laki yang setingkat (sekufu), dan walinya keberatan dengan tidak 
ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah keduanva setingkat 
(sekufu) dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya 
itu namun tetap saja keberatan maka hakim dapat menikahkan perempuan itu. 
Wanita wanita yang haram untuk dinikahi. 
Wanita yang haram untuk dinikahi (mahram) ada 14, tujuh dari pihak 
keturunan yaitu: 
1. Ibu dan ibunya (nenek) ibu dari bapak dan seterusnya sampai keatas 
2. Anak dan cucu seterusnya keatas 
3. Saudara perempuan seibu sebapak,atau seibu saja 
                                                          
9 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Cet I: Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 
h. 95 
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4. Saudara perempuan dari bapak 
5. Saudara perempuan dari ibu 
6. Anak perempuan dari saudara laki laki dan seterusnya 
7. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya 
Dua dari sebab menyusui 
1. Ibu yang menyusuinya 
2. Saudara perempuan sepersusuan 
Lima orang dari sebab pernikahan 
1. lbu tiri (mertua) 
2. Anak tiri apabila sudah campur dengan ibunya 
3. Istri anak (menantu) 
4. Istri bapak (ibu tiri) 
5. Haram menikahi dua orang dengan cara dikumpulkan bersama yaitu dua 
perempuan yang ada hubungan mahram, seperti dua perempuan yang 
bersaudara. 
Hukum perkawinan 
1. Jaiz 
2. Sunnah bagi orang yang belum mampu memberi nafkah dan lain lainnya 
3. Wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut terjerumus 
pada kejahatan (zinc) 
4. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.10 
5. Haram bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang dinikahinya. 
                                                          
10 Ibid. h. 381-382 
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Akibat adanya perkawinan 
Dalam kehidupan suami istri tentunya terdapat beberapa konsekuensi 
yang kemudian menjadi suatu prasarat untuk membangun hubungan 
keharmonisan bagi kedua belah pihak yakni: 
Kewajiban suami istri 
Kewajiban tersebut ada yang merupakan beban suami ada pula beban 
istri. Keduanya (suami istri) harus melaksanakan kewajiban-kewajiban itu 
dengan ikhlas dan penuh penuh rasa tanggung jawab. Sebab kewajiban satu 
pihak merupakan hak bagi yang lain. 
Dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan ditetapkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk 
menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.11 
Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 74 mengatur tentang 
kewajiban suami istri sebagai berikut: 
1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup 
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya., 
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya. 
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 
mengajukan gugatan kepada pengadilan.12 
Pengertian "memberi perlindungan" disini adalah menjaga istri dan 
keluarganya dari rasa tidak aman. Melindungi istri dan keluarga termasuk 
                                                          
11 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan 
(Surabaya:Karunia, 1974)., h. 20 
12 Ibid. h.34 
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menyiapkan rumah yang layak sesuai dengan (tempat tinggal) 
kemampuannya.Seorang suami wajib memberikan kebutuhan hidup berumah 
tangga yang meliputi sandang, pangan, dan papan dan sebagainya. 
Dengan demikian selain kewajiban itu dipikul oleh seorang suami juga 
isteri memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan Ayat (2) pasal 34 
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disebutkan terdahulu 
mentapkan bahwa, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.13 
Dari uraian tersebut diatas nampak bahwa peinbentukan keluarga dalam bentuk 
kehidupan suami istri melahirkan sejumlah tanggung jawab yang harus 
dilaksanakan keduanya. 
Mahar (Mas kawin) 
Jika melangsungkan pernikahan suami diwajibkan memberi sesuatu 
kepada si istri baik berupa uang, ataupun berupa barang (harta benda). demikian 
ini dinamakan mas kawin. Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 4: 
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Terjemahnya : 
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaam Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 
hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.14 
banyaknya mas kawin tidak dibatasi oleh syariat Islam melainkan 
                                                          
13 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
14  Departemen Agama RI  Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 2007),  h. 77 
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menurut kemampuan suami beserta keridhaan istri. Sungguh demikian pula 
suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya, karena mahar itu telah 
ditetapkan maka jumlahnya menjadi utang suami dan wajib dibayar 
sebagaimana sahnya utang kepada orang lain. Hal ini akan dimintai pertanggung 
jawaban dihari kemudian. 
 
2. Pengertian Perceraian 
Perceraian atau ta'rif talak menurut bahasa, "melepaskan ikatan". Yang 
dimaksud disini ialah melepaskan ikatan pernikahan.15 Allah swt menetapkan 
aturan perpisahan sebagaimana dia telah menetapkan aturan pertemuan 
berkenaan dengan hubungan suami istri. Terjadinya perselisihan antara suami 
istri sebagai salah satu wujud tantangan kehidupan adalah wajar, namun apabila 
perselisihan itu terus-menerus terjadi maka bahterah rumah tangga akan 
menaalami keguncangan dan kerukunan tidak lagi dapat tercipta. Dalam kondisi 
rumah tangga yang sedemikian ini maka jalan satu-satunya yang terakhir untuk 
mengakhiri segala keguncangan tersebut yakni perceraian. 
Perceraian dapat terjadi karena adanya beberapa dasar yaitu:  
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain-
lain sebagainya 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 bulan berturut-turut 
                                                          
15 Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat,  (Cet I:  Jakarta:  Kencana  2003), h. 65 
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tanpa izin pihak lain. 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun. 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang 
membahayakan pihak lain. 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan yang mengakibatkan tidak dapat 
menjalankan kewajibannya kewajibannya sebagi suami atau istri 
6. Antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun lagi 
7. Suami melanggar taklik talak 
8. Peralihan Agarna atau murtad yang menyebabkan terjadi ketidak rukunan 
dalam rumah tangga. 
Sesungguhnya perceraian disyariatkan bukan untuk menimbulkan 
kekacauan dalam rumah tangga, tetapi untuk merajut kembali benang-benang 
akad pernikahan dan menjaganya dari berbagai gangguan akibat perjalanan 
waktu. Karena perceraian didalamnya mengandung manfaat yang sangat besar 
agar bagaimana suami istri tersebut sabar dalam menghadapi permasalahan itu. 
Diantara manfaat dari perceraian yakni; Untuk mengadakan perbaikan dan 
penyegaran bagi kedua belah pihak. Kemudian dapat memberikan waktu bagi 
kedua belah pihak untuk saling intropeksi diri mengenai keraguan yang terdapat 
dalam diri suami istri dan terakhir perceraian dapat mendorong keduanya untuk 
berkumpul kembali serta membina kehidupan berumah tangga yang lebih baik. 
Semoga dengan adanya jalan itu keteriban dan ketentraman antara kedua pihak 
masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok untuk dapat mencapai apa 
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yang dicita-citakan. 
Bentuk-Bentuk Perceraian 
A. Cerai talak 
Cerai talak adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif suami. Seorang 
suami dengan alasan-alasan tertentu mengajukan keberatannya kepada 
pengadilan agar memberi izin untuk mentalak istrinya. Pengajuan keberatan 
seorang suami kepengadilan tentu hal yang sangat luar biasa betapa tidak 
hubungan rumah tangga yang mesti dipertahankan harus diakhiri di depan 
pengadilan untuk mendapat legalitas formal. 
B. Cerai gugat 
Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif istri karena 
alasan-alasan tertentu yang sudah memenuhi adanya perceraian. Pihak istri 
dalam hal ini bertindak sebagai pengugat terhadap laki-laki (suaminya) ke 
pengadilan untuk dapat memisahkan keduanya.16 Hal ini biasanya disebabkan 
oleh karena ketidak adanya kecocokan lagi di antara mereka dalam membangun 
kehidupan rumah tangga, dimana pihak istri cenderung untuk berpisah untuk 
mengakhiri segala pertengkaran bersama suaminya. Namun sebelumnya itu 
diperlukan kehatihatian sebagaimana dalam pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 
1 tahun 1974 tentang perkawinan: 
                                                          
16 Hadi Daeng Mapuna, Problematika pelaksanaan Hukum acara Peradilan Agama, 
(cet. I: Makassar: Yayasan fatiya, 2003),. h. 40-49 
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(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua beleh pihak.17 
Dari pasal diatas nampak bahawa cerai talak, cerai gugat tidak dapat 
dilakukan secara tergesa-gesa dan hanya berdasarkan pernyataan tertulis saja. 
Kehatia-hatian ini diperlu di ingat sebab ini berkaitan langsung dengan faktor 
kejiwaan (psikologi) suami istri yang bersangkutan. Apalagi kalau salah satu 
diantara pihak-pihak itu tidak menghendaki perceraian. Karenanya menjadi 
kewajiban hakim untuk selalu memberi nasehat dan berusaha mendamaikan 
keduanya. 
C. Talak tebus 
Talak tebus artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran 
dari pihak  istri. Talak atau perceraian demikian ini diperbolehkan dalam agama. 
Talak tebus ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid. 
karena biasanya talak tebus ini terjadi dari kehendak istri. Adanya kemauan 
demikian menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya jadi 
panjang. 
Perceraian yang dilakukan secara talak tebus ini berakibat bekas suami 
tidak diperbolehkan rujuk lagi dan tidak dapat menambah talak sewaktu iddah, 
hanya diperbolehkan menikah kembali dengan akad yang baru.18 
                                                          
17 Undang-undang No I tahun, 1974, op cit, h. 23 
18 Rasid, Sulaeman. H., Op. cit. h. 409-410 
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Li' an 
Menurut bahasa li’an diambil dari kata la’num  yang artinya laknat 
(kutukan). Maksudnya adalah laknat atau kutukan dari Allah kepada suami isteri 
yang saling bermula’anaatau saling kutuk yang telah lima kali mengucapkan 
kesediaan dilaknat oleh Allah SWT. Li’an juga berarti menjauhkan suami isteri 
yang bermula’ana karna setelah terjadinya li’an, mereka mendapat dosa dan 
dijauhkan satu sama lain untuk selamanya. Jika salah satu diantara keduanya 
dusta, maka dialah yang dilaknat Allah SWT. 
Li’an dapat terjadi akibat tuduhan suami kepada istrinya bahwa istrinya 
telah berzinah.Tuduhan itu tanpa kehadiran saksi, seperti yang telah disyaratkan 
untuk masalah perzinahan, yaitu empat orang saksi. Suami mengaku 
menyaksikan isterinya telah melakukan hubungan seksual dengan orang lain, 
sebagaimana layaknya saksi menyaksikan perbuatan zina, atau suami 
mengingkari kandungan isterinya dan mengatakan bahwa selama sekian bulan 
tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan berbagai alasan. 
Perlu diketahui bahwa sanksi orang yang melakukan zina menurut 
hukum islam ialah dirajam seratus kali bagi ghair muhsan (belum menikah) dan 
tambahan rajam bagi yang telah menikah. Sedang bagi mereka yang menuduh 
seorang telah melakukan perzinaan dan tuduhan tersebut ternyata tidak terbukti, 
hukuman yang akan diterimanya ialah delapan puluh kali rajam. 
Untuk menghindari akibat hukuman fisik yang akan diterima keduanya, 
mereka melakukan bantahan melalui mula’anah. Sebab kalau tuduhan diterima 
dan dibenarkan, hukuman dera atau rajam pasti diterima isterinya dan sebaliknya 
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kalo tuduhan itu ditolak dan suami dianggap dusta, hukuman delapan puluh kali 
rajam akan diterima oleh suami. 
Jadi, li’an adalah kata-kata tuduhan suami kepada isterinya yang 
melakukan zina serta bantahan pihak isteri atas tuduhan suaminya. Bentuk 
sumpah tersebut sebagai berikut, “Saya persaksikan kepada Allah bahwa 
tuduhan saya kepada isteri saya bahwa isteri saya telah berzina adalah benar.” 
Dan bila ada anak yang dikandung isterinya, dia mengatakan bahwa anak itu 
bukan anaknya.” 
Ila' 
Ila' adalah sumpah seorang suami  untuk tidak akan akan melakukan 
hubungan seksual dengan isterinya, tidak mencampuri istrinya selama lebih 
empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. Apabila suami 
telah bersumpah sebagaimana sumpah diatas hendaklah ditunggu sampai empat 
bulan, kalau dia kembali kepada istrinya sebelum sampai empat bulan 
diwajibkan membayar denda (kifarat) saja. 
Tetapi kalau sampai empat bulan dia tidak kembali baik dengan istrinya, 
hakim berhak menyuruh memilih kepada laki-laki membayar kafarat sumpah 
serta kembali kepada istrinya atau menalak istrinya. Jika suami tidak mau 
menjalankan salah satu dari kedua alternatif diatas, maka hakim berhak 
menceraikan mereka dengan paksa. 
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 226-227 : 
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Terjemahnya: 
Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat 
bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), 
Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka 
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. 
 
 
Meng-ilaa' isteri Maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri isteri. 
Dengan sumpah Ini seorang wanita menderita karena tidak disetubuhi dan tidak 
pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah empat bulan 
harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar 
kafarat sumpah atau menceraikan. 
Zihar 
Yang dimaksud zihar adalah "seorang laki-laki menyerupakan istrinya 
dengan ibunya sehingga istrinya itu haram atasnya, "apabila seorang laki-laki 
menyerupakan dengan ibunya dan tidak meneruskannya kepada talak, maka ia 
wajib membayar kafarat, dan haram bercampur dengan istrinya sebelumnya 
membayar kafarat itu. 
Denda kafarat zihar yaitu 
1. Memerdekakan hamba sahaya 
2. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya puasa dua bulan berturut 
3. Kalau tidak kuat untuk berpuasa, memberi makan 60 orang miskin, tiap--
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tiap orang 1/4 sa' fitrah (3/4 liter).19 
Hukum talak (Perceraian) 
Pada hakikatnya perceraian hukumnya makruh, tetapi dengan menilik 
kemaslahatan atau kemudaratannya maka hokum talak ada 4 yaitu: 
1. Wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua 
hakim yang mengurus perkara keduanya perlu memandang agar 
keduanya bercerai. 
2. Sunat jika suami tidak sanggup membayar dan mencukupi kewajibannya 
(Nafkahnya) 
3. Haram dalam dua keadaan. Pertama menjatuhkan talak sewaktu istri 
dalam keadaan haid, kedua menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah 
dicampuri dalam waktu suci itu. 
4. Makruh, yaitu hokum asal dari talak yang tersebut diatas. 
Bilangan talak 
Tiap-tiap orang berhak mentalak istrinya dari talak satu sampai talak tiga. 
Talak satu atau dua masih boleh rujuk (Kembali) sebelum habis masa iddahnya 
dan boleh menikah kembali setelah masa iddahnhya. 
Adapun talak tiga boleh rujuk atau kawin kembali apabila si perempuan 
telah menikah dengan orang lain dan telah campur dengan suaminya yang kedua 
kemudian diceraikannya setelah habis masa iddahnya dari perceraian yang 
kedua. Tetapi pernikahan yang kedua itu itu benar-benar kemauan laki-laki yang 
kedua dan benar-benar kesukaan perempuan bukan karena adanya iterpensi atau 
                                                          
19 Ibid. h. 411-412 
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kendak suami yang pertama. 
Ruju’ 
Secara etimologis ruju’ berasal dari kata raja’a  yang artinya pulang atau 
kembali. Secara terminologi, ruju’ artinya kembalinya seorang suami kepada 
istrinya yang di talak raj’i, tanpa melalui perkawinan  dalam masa  iddah. 
Syari’at tentang ruju’ ini merupakan indikasi bahwa islam menghendaki bahwa 
suatu perkawinan berlangsung selamanya. Oleh karna itu, kendati tel;ah terjadi 
pemutusan hubungan perkawinan, Allah SWT masih memberikan prioritas 
utama kepada suaminya untuk menyambung kembali tali perkaeinan yang nyaris 
terputus sebelum kesempatan itu diberikan kepada orang lain setelah 
berakhirnya masa iddah. 
Ruju’ hanya dapat dilakukan pada talak raj’i,  yaitu talak yang dijatuhkan 
suami yang pertama dan kedua. Oleh karna itu, kesempatan untuk ruju’  tidak 
dapat diberikan pada peristiwa talak yang ketiga karna talak yang ketiga 
dianggap  ba’in. Disamping itu, ruju’ juga tidak dapat dilakukan pada talak yang 
dijatuhkan sebelum terjadi hubungan seksual (selama perkawinan belum terjadi 
hubungan seksual) atau talak kesatu atau kedua, namun dilakukan karna tebusan 
sejumlah harta dari pihak istri (khulu’) serta ruju’ juga tidak bisa kalo perceraian 
keduanya melalui putusan pengadilan (fasakh). 
Pemberian prioritas bagi suami untuk kembali kepada istrinya dijelaskan 
dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya dan suami-suami 
mereka lebih berhak meruju’nya. 
Yang dimaksud dengan ruju’ adalah mengembalikan istri yang telah 
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ditalak atau diceraikan pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. 
Akibat adanya Perceraian 
Perceraian sebagai pelepasan suami istri yang menimbulkan beberapa 
konsekuensi yang harus di laksanakan, di antaranya: 
A. Kewajiban adanya iddah 
Iddah atau masa menanti diwajibkan khusus bagi perempuan yang 
diceraikan. baik cerai hidup maupun cerai mati, gunanya supaya diketahui 
kandungannya berisi atau tidak. Perempuan yang ditingalkan suaminya tadi 
adakalanya hamil, adakalanya tidak. Maka ketentuan iddahnya sebagai berikut: 
a. Bagi perempuan yang hamil, iddahnya sampai lahir anak yang 
dikandungnya, baik cerai mati maupun cerai hidup 
b. Perempuan yang tidak hamil tetapi cerai mati maka iddahnya empat 
buian sepuluh hari. 
c. Perempuan yang diceraikan sedang dalam keadaan haid, iddahnya tiga 
kali suci. 
d. Perempuan yang diceraikan sedang dia tidak hail maka iddahya tiga 
bulan.20 
e. Pembagian harta bersama dan penentuan, harta bawaan. 
Sebelum melaksanakan pembagian harta bagi suami istri, terlebih dahulu 
dipisahkan antara harta yang diperoleh selama perkawinan dengan harta 
yang di bawah masuk ke perkawinan, karena harta yang dapat dibagi 
ialah harta yang selama perkawinan diperoleh. Sementara harta bawaan 
                                                          
20 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Cet I: Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 174 
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mutlak menjadi milik suami atau istri yang membawahya. 
Selain kewajiban istri untuk menjalani masa iddah, juga di dalamnya, 
istri mempunyai hak-hak selama masa iddah yaitu: 
1. Perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah maka baginya berhak 
menerima tempat tinggal, pakaian dan segala keperluan hidupnya dari 
bekas suaminya, kecuali istri yang durhaka tidak berhak mendapat apa- 
apa. 
2. Perempuan yang dalam iddah baim, kalau ia mengandung ia berhak juga 
atas kediaman, nafkah dan pakaian.  
3. Perempuan yang berada dalam iddah baim yang tidak hamil, baik bairn 
dengan talak zebus maupun talak tiga., hanya mendapatkan tempat 
tinggal, tidak yang lain. 
4. Perempuan yang dalam iddah wafat, mereka tidat mempunyai hak sama 
sekali walaupun ia mengandung oleh karena ia dan anak yang 
dikandungnya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang telah 
meniggal.21 
B. Hadanah (hak mendidik atau merawat anak) 
Yang dimaksud mendidik disini ialah menjaga,  memimpin dan mengatur 
anak yang belum dapat mengatur dirinya sendiri. Apabila suami istri bercerai 
sedang mereka mempunyai anak yang belum mengerti kemaslahatan maka yang 
lebih berhak merawat ialah istri karena secara emosional perempuanlah yang 
                                                          
21 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Cet I: Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 178 
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lebih mengerti untuk mendidik anak.22 
Dari pengkajian mengenai perkawinan dan perceraian diatas penulis 
memandang bahwa suatu jalan perceraian tidak akan di tempuh oleh suami istri 
apabila tujuan yang hakikat dari perkawinan itu tercapai. 
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 
Masalah perkawinan dalam Islam tidak memunculkan perbedaan 
rnengenai segi manfaat dan perlu atau tidaknya. Perkawinan dalam Islam 
disyariatkan berbarengan turunnya syariat Islam melalui nabinya. 
Disyariatkannya perkawinan karena Islam memandang itu merupakan 
suatu hal yang sangat esensial dalam pernbentukan masyarakat yang bersih, 
terpelihara dan berkembang di dalam kehidupan. perkawinan dipandang sebagai 
unik paling kecil bagi pembentukan masyarakat besar yang dilandasi dengan 
nilai-nilai kemanusiaan. 
Ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan yaitu: 
1. Menentramkan Jiwa 
2. Mewuiudkan (Melestarikan) Keturunan 
3. Memenuhi Kebutuhan Bioiogis 
4. latihan memiliki tanggung Jawab 
 
Keempat macarn tujuan perkawinan ini hendaknya benar-benar dapat 
dipahami oleh calon suami atau istri supaya terhindar dari keretakan rumah 
tangga. 
                                                          
22 Mahfudz, Jamaluddin Syaikh, M., Psikologi Anak dan Remaja Muslim, (Cet. I , 
Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2001), h. 42-43 
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1. Menentramkan Jiwa 
Allah menciptakan hambanya-nya hidup berpasangan dan tidak hanya 
manusia saja, tetapi juga tubuh-tumbuhan dan hewan. Hal ini adalah suatu yang 
alami, yaitu pria cenderung tertarik kepada wanita begitu sebaliknya. Bila sudah 
terjadi aqad nikah si perempuan merasa jiwanya tentram, karena merasa ada 
yang melindungi, begitu juga lakai-laki merasa tentaram karena ada 
pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan suka dan 
duka sekaligus menjadi teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai 
persoalan. 
 
firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut : 
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Terjemahnya : 
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. yang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tonda- bagi kaum yang berfi'kir.23 
Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan 
                                                          
23 Departemen Agama RI, Op cit. h. 644 
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sayang di antara suami istri serta tidak lagi berbagi suka dan duka bagi 
keduanya. berarti tujuan rumah tangga tidak sumpurna, kalau tidak dapat 
dikatakan gagal. Sebagai akibatnya tidak menutup kemungkinan masing-masing 
suami istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang semestinya tidak 
boleh terjadi dalam sebuah rumah tangga. 
2. Mewujudkan (Melestarikan) Keturunan 
Sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak keturunan 
untuk meneruskan kelansungan hidup. Oleh karena begitu pentingnya anak 
keturunan sehingga Allah menyebutnya dengan lidah hambanya sekaligus 
diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah 
tertanam dalam jiwa suami istri. Selain itu fitrah manusia untuk hidup 
berpasangan telah ada tertanam padanya. Hal ini diungkapkan dalam finnan 
Allah surah an-Nahl ayat 72 sebagai berikut : 
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Terjemahnva : 
Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, 
dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka 
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beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"24 
Berdasarkan dari ayat tersebut di atas, allah menciptakan manusia ini 
berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan 
memakmurkannya. Kalau dilihat dari ajaran Islam maka disamping alih generasi 
secara estafet, anak cucu pun di harapkan dapat menyelamatkan kedua orang 
tuanya sesudah meniggal dengan panjatan do'a kepada Allah. 
3. Memenuhi kebutuhan Biologis 
Telah menjadi relitas bahwa manusia yang sehat jasmani dan rohani 
menginginkan hubungan seks. Namun pemenuhan kebutuhan biologis itu harus 
di atur melalui lembaga perkawinan supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap 
adat maupun Agama. 
Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual adalah suatu hal 
yang wajar bagi manusia karena itu merupakan naluri yang tertanam dalam diri 
manusia. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu tidak 
terjadi pengembangbiakan 
4. Latihan Memikul Tanggung Jawab 
Perkawinan tidak hanya sebatas pada pemenuhan biologis, tetapi yang 
terpenting juga didalamya menuntut adanya rasa tanggung jawab. Hal ini berarti 
suatu perkawinan adalah pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung 
jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari 
pertanggungjawaban tersebut. Sesuai dengan maksud penciptaan manusia 
                                                          
24 Ibid, h. 412 
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dengan segala keistimewaanya berkarya, maka manusia tidak pantas bebas dari 
tanggung jawab, manusia bertanggung jawab dalam keluarga, Masyarakat dan 
Negara. 
Pada dasarnya Allah menciptakan dalam kehidupan ini tidak hanya 
sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk 
lainnya, lebih jauh lagi manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, 
mengatur, mengurus segala persoalan dan memberi manfaat untuk umat. 
Hikmah Perkawinan 
Selanjutnya penulis menguraikan hikmah perkawinan karena didalamnya 
mengandung hikmah yang tidak sedikit, baik ditinjau dari segi sosial, psikologi 
maupun kesehatan diantaranya: 
1. Supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan dengan cinta kasih serta 
bebagai rasa dalam suka maupun duka 
2. Uuntuk  membina rumah tangga yang damai, tenang dan sejahtera 
3. Dari mereka lahirlah keturunan yang sah dan terhormat dalam 
masyarakat, serta terciptalah masyarakat yang tangguh dan bertanggung 
jawab 
4. Kehidupan suami istri dalam kehidupan turun temurung adalah saling 
berhubungan dan kait mengait bagaikan rantai yang sama kuat dan 
takkan pernah putus 
5. Anak-anak yang ketika kecil diasuh dan di didik dengan baik kelak 
apabila orang tuanya sudah mencapai umur (rapuh lemah), maka anaknya 
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itulah yang memelihara dan menjaganya, sehingga mereka hidup damai 
dan sejahterah. 
Dari beberapa hikmah perkawinan diatas, kini telah menambab 
pemahaman tentang yang detail bahwa perkawinan merupakan penyaluran nafsu 
seks. Penyaluran seks ini sangat penting karena naluri yang paling kuat sehingga 
akan menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak memuaskan maka 
banyak manusia mengalami guncangan bantin dan kekacauan pikiran, oleh 
karena itu dia akan mencari jalan keluar yang rusak. Sedangkan jalan keluar 
untuk penyaluran seks yang, tepat dan sah adalah pernikahan. 
C. Pengertian perkawinan Pattongko 'Siri ' 
Perkawinan Pattongko’ Siri’ adalah perkawinan yang dilakukan oleh 
seorang laki-laki yang berperan menutup aib dan rasa malu demi menjaga nama 
baik keluarga. Perkawinan ini dilaksanakan karena adanya hubungan seks yang 
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar nikah. Hubungan seks yang 
dipraktekkan itu sering mengakibatkan kehamilan perempuan tersebut, sehingga 
pada saat orang tua mereka mengetahui hal yang demikian maka keluarga pihak 
perempuan meminta kepada laki-laki yang telah menghamili anaknya itu agar 
segerah bertanggung jawab. Namun laki-laki itu biasanya tidak mau 
bertanggung jawab dengan cara meninggalkan tempat kediamnnya sehingga dia 
tidak diketahui oleh pihak perempuan yang telah hamil itu. Hal ini terjadi 
disebabkan karena laki-laki dan perempuan itu hanya ingin menyalurkan seks-
nya tanpa diikat oleh perkawinan sehingga pada saat dituntut untuk menikah 
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laki-laki tersebut lepas tangan.Oleh karena itu untuk menjaga rasa malu dan 
nama baik keluarga perempuan maka jalan keluamya mereka menarik laki-laki 
lain untuk menikahi anaknya. 
Disisi lain adakalanya juga laki yang menghamili si perempun bersedia 
menikahinya, namun kesediannya hanya sebatas seremonial perkawinannya 
sebab setelah seremonial perkawinan itu urusan selanjutnya yakni bercerai. Hal 
seperti ini dapat kita lihat bahwa ketika upacara aqad telah usai dilaksanakan 
laki-laki biasanya langsung meniggalkan rumah atau istrinya sehari atau tiga 
hari sesudah aqad dilaksanakan tanpa diketahui oleh istrinya dan keluarganya. 
Tindakan kepergian suami ini sebagai bentuk penolakannya untuk bersama 
membangun rumah tangga. 
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan telah memiliki rasa saling 
mencintai tetapi terkadang rasa cinta tersebut harus mereka hapus sebab 
keluarga salah satu dari mereka ada yang tidak setuju di karenakan perbedaan 
status sosial dimana perempuan dari keturunan bangsawan tidak diperbolehkan 
menikah dengan seseorang yang bukan keturunan bangsawan atau karaeng 
(bahasa lokal masyarakat Gowa) yang begitu kental sampai detik ini. Tidak 
dibolehkannya mereka bersama membangun rumah tangga, maka mereka lebih 
memilih dengan jalan kawin lari. 
Dengan kawin lari yang ditempuh oleh keduanya, maka mereka 
(keluarga) semakin terpukul dengan demikian mereka dipisahkan oleh 
keluarganya, namun peristiwa pemisahan terhadap pelaku kawin lari ini sering 
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dilakukan dari keluarga perempuan, dan pada akhirnya perempuan yang 
dipisahkan itu dicarikan penggantinya dari keluarganya yang sederajat 
dengannya. 
Perkawinan Pattongko’ siri’ ini, jika dilihat secara pintas dari segi 
dampaknya hampir sama dengan kawin mut'ah atau kawin kontrak dimana 
kawin kontrak tersebut hanya di jalani beberapa hari, bulan atau tahun 
terganturig waktu kesepakatan yang telah di tentukan  
Macam-macam perkawinan pattongko' Siri' 
1. Perkawinan karena hamil diluar nikah 
2. Perkawinan karena perbedaan status sosial 
3. Poligami yang terselubung 
4. Laki-laki yang menikahi bukan yang menghamilinya. 
Namum sungguhpun demikian ketika di teliti dan di cermati secara 
mendalam. Perkawinan Pattongko' Siri' ternyata ada perbedaan sebab 
perkawinan Pattongko' Siri' sifatnya untuk menutupi rasa malu dan nama baik 
keluarga serta hubugan seks dilakukan sebelum adanya akad nikah. 
Sementara kawin mut'ah niat dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan 
seks dan hubungan seks ini dilakukan setelah menikah dalam waktu yang telah 
disepakati. Apabila waktu yang disepakati tersebut telah habis secara otomatis 
hubungan mereka terputus atau cerai. 
Pada dasarnya perkawinan Pattongko' Siri’ sama dengan perkawinan 
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wanita hamil karena oleh karena perkawinan ini terjadi disaat perempuan sedang 
hamil sedangkan si laki-laki yang mengawini dia dijadikan tumbal (penutup aib) 
bagi keluarga perempuan.25 
Masalah kawin hamil ini diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam 
yang terdiri dari tiga ayat yaitu: 
(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 
menghamilinya. 
(2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.26 
Ketentuan lain mengenai perkawinan wanita hamil juga dijelaskan dalam 
Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 3: 
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 >H 
3U /ִ: ] ⌧DH@* 
^Q / Z> 
#ִ8$q
 >H Kִ: ] 
H@* J 
N`AM ִe 3$ 
%
 
mn  *$☺- V`X  
Terjemahnya : 
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang 
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina 
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang 
mukmin.27 
                                                          
25 Ibid, h. 90 
26 Lihat pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam, bukuya Abdurrahman, Kompilasi Hukum 
Islam, (Cet. I; Jakarta Akademika Pressindo, 1995), h. 125. 
27 Departemen Agama RI, Op cit. h. 543 
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Maksud ayat ini ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang 
berzina, demikian pula sebaliknya perempuan tidak pantas menikahi laki-laki 
yang penzinah. Dari pemaparan mengenai perkawinan Pattongko' Siri' di atas 
maka dapat dipahami bahwa meningkatnya perceraian karna maraknya pelaku 
yang melangsungkan perkawinan Pattongko' Siri'. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian populasi seperti yang 
telah dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagai berikut: 
Suharsimi Arikunto mengatakan, populasi adalah keseluruhan obyek 
penelitian.1 Sementara itu Hadari Nawawi, sebagaimana yang dikutip Margono 
menjelaskan, populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang terdiri dari 
manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes ataupun 
peristiwa-peristiwa.2 
Pengertian lain juga dikemukakan oleh Sugiyono, yakni populasi adalah 
wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai  kuantitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulan.3 
                                                           
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekotan Praktek, (Ed. Revisi, Cet. XII; Jakarta: 
Rineka Cipta, 2002). h. 108 
2
 Mukhtar, Kamal. Drs. Suggono, Bandang. Wahana, Metode Penelitian Hukum, (Cet. I; Raja 
Grafindo Persada, 1997)., h. 42 
3
 Sugiyono, Metode penelitian Sosial, (Cet. VIII- Bandung: CV. Alfabeta,2000). h. 57 
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Berdasarkan pengertian diatas  dapat dipahami bahwa populasi merupakan 
keseluhan obyek yang akan diteliti apabila seluruh obyek ini bersifat homogen, 
maka pada akhir penelitian nanti akan mudah menarik kesimpulan secara 
generalisasi, meskipun pada penelitian, peneliti mengambil kesimpulan setelah 
mengidentifikasi sebagian objek. 
Kaitannya dengan penelitian dalam skripsi ini, maka yang menjadi obyek 
adalah populasi, pasangan (suami istri) yang melakukan perkawinan Pattongko’ 
Siri' secara nominal jumlah keseluruhan pasangan kawin Pattongko’ Siri' sangat 
sukar untuk di infentarisir, sebab sifatnya kasuistik dan juga instansi terkait dalam 
hal ini kantor urusan Agama (KUA) diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten 
Jeneponto belum mengklasifikasikan perkawinan Pattongko' Siri' 
1. Sampel 
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jika keseluruhan 
obyek (populasi) itu sifatnya homogen, dapat ditempuh cara yang paling efektif 
untuk meneliti obyek, yakni cukup meneliti sebagian dari keseluruhan obyek yang 
nantinya akan disimpulkan dengan cara generalisasi. 
Lebih jelasnya sampel adalah merupakan himpunan sebagian dari populasi.4 
Pengrtian sampel yang sederhana ini, paling tidak sudah dipahami bahwa, jika 
terlalu besar jumlah dari populasi dan tidak mungkin di identifikasi satu persatu 
                                                           
4
 Mukhtar, Kamal., Suggono, Bandang., Op Cit. h 42 
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padahal sifatnya homogen, maka cukuplah sebagian dari populasi yang diteliti. 
Untuk obyek penelitian pada skripsi ini penulis mengambil sampel khusus 
perkawinan Pattongko’ Siri' yang mengakibatkan perceraian pada pengadilan 
Agama kabupaten Gowa khususnya perkara yang di terima pada tahun 2011-2012, 
dengan perincian dapat dilihat dalam tabel pada bab-bab selanjutnya. 
B. Instrumen penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan yang digunakan oleh 
peneliti dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.5 
1. Metode  pendekatan 
Dalam penelitian untuk menyelasikan skripsi ini penulis menggunakan 
beberapa pendekatan diantaranya : 
a. Syar'i yakni mendekati masalah yang dibahas dengan berdasarkan pada 
sumber syriat Islam yaitu al-Quran dan sunnah nabi 
b. Pendekatan sosiologi yakni mendekati masalah yang dibahas dengan 
melihat gejala atau interaksi sosial yang terjadi dikalangan masyarakat. 
                                                           
5
 sugiyono Op. Cit. h. 34 
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2. Metode pengumpulan data 
a. Library recarch yaitu penulis menggunakan penelitian lewat kepustakaan 
yakni dengan membaca buku atau kitab yang berhubungan dengan 
masalah yang akan dibahas dan bahan tertulis yang dihasilkan pengadilan 
agama Sungguminasa, menyangkut perkawinan Pattongko’ Siri' serta 
akibatnya dari hasil bacaan tersebut kemudian dikutip hal-hal yang 
dianggap penting baik melalui kutipan lansung ataupun kutipan tak 
langsung,. 
b. Fieled research yaitu penulisan dengan mengamati masalah yang terjadi 
menyangkut dengan perkawinan Pattongko’ Siri' dan usaha pengadilan 
agama Sungguminasa dalam menangani kasus perceraian akibat dari 
perkawinan pattongko’ siri' 
Tekhnik-tehknik yang dilakukan antara lain: 
1. Observasi yaitu berusaha untuk memahami situasi masyarakat tersebut 
sehingga dapat digambarkan beberapa latar belakang perkawinan 
Pattongko’ Siri' 
2. Interview melakukan wawancara, langsung dengan masyarakat sekitar 
dan pelaku perkawinan Pattongko’ Siri' yang berakhir dengan perceraian 
serta pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang ini, diantaranya: 
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a. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 
b. KUA 
c. Pelaku kawin Pattongko’ Siri' 
3. Dokumentasi meneliti langsung beberapa tulisan atau putusan majelis .  
hakim untuk perkara perceraian akibat alasan perkawinan Pattongko' Siri’ 
C. Prosedur pengumpulan data 
Untuk kelengkapan data suatu karya penelitian perlu melakukan rancangan 
atau prosedur penelitian secara sistematis dan terencana. Hal ini sangat 
membantu seorang peneliti menentukan permasalahan yang hendak dibahas. 
Dalam penelitian, skripsi ini penulis menggunakan prosedur penelitian yaitu 
A. Tahap persiapan 
Pada tahap ini penulis melakukan study pustaka dengan cara 
mengumpulkan tulisan tua, pernyataan-pemvataan yang terdapat dalam 
literatur yang berkaitan dengan judul penelitian dan nantinya teori-teori 
atau pernyataan tersebut akan dilihat dan dibuktikan dilapangan. Sebagai 
wujud nyatanya. Sebelum terjun kelapangan, penulis telah membuat 
format pertanyaan–pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan , 
dimana pertanyaan–pertanyaan dimaksud disesuaikan dengan 
permasalahan yang dirumuskan sebelumnya. 
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B. Tahap pengumpulan data 
Untuk data kepustakaan penulis mengumplakan data melalui karya-karya 
ilmiah, himpunan perundang- undangan yang berkaitan dengtan judul 
skripsi yang selanjutnya dikutip secara langsung maupun tidak langsung, 
sementara untuk data lapangan pengumpulannya dilakukan dengan tehnik 
yang disebutkan sebelumnya yakni melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Tahap pengololaan data 
Sebelum melAkukan anaiisis data maka telah dilakukan pemeriksaan 
kembali data data dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan 
D. tehnik analisis data 
Tehnik anaiisis data yang di pakai dalam penulisan skripsi ini 
adalah analisis yang hersifat deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian 
dilakukan berdasarkan fakta yang ada atau gejala yang ditemui 
dilapangan, kemudian di deskripsikan. 
Dalam analisis data ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
a. Deduktif yaitu analisis yang digunakan dengan cara umum lalu diuji atau 
disimpulkan dengan melihat fakta fakta yang khusus. 
b. Induktif yaiu analisis data yang bertitik tolak dari data-data (fakta yang 
ada) lalu mengambil kesimpulan dengan cara menggenaralisasikan secara 
umum. 
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BAB IV 
HASIL - HASIL  PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa 
Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya di sebut juga dengan 
peradilan Agama, telah ada di berbagai tempat di nusantara, jauh sejak zaman 
penjajahan belanda bahkan menurut pakar sejarah peradilan-peradilan Agama 
sudah ada sejak abad 16. peradilan Agama secara nyata telah eksis diberbagai 
daerah dengan sebutan beraneka ragam. 
Pengadilan Agama (PA) Sungguminasa dibentuk pada bulan desember 
1966. Peresmian Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Sungguminasa adalah 
pada tanggal 29 Mei 1967. Pembentukan Pengadilan Sungguminasa berdasarkan 
peraturan pemerintah (PP) No 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan 
Syri'ah diluar jawa dan madura (lembar Negara tahun 1957 No- 99).1 
Dalam peraturan pemerintah (PP) tersebut sekaligus disebutkan daerah-
daerah mana yang akan didirikan pengadilan Agama secara berurut, termasuk 
pengadilan Agama Sungguminasa terdapat dalam nomor urut 87. Penetapan 
tersebut mulai berlaku sejak tanggal 3 Desember 1966.2 
Namur demikian, pada awal berdirinya Pengadilan Agama 
Sungguminasa waktu itu hanya memiliki 2 orang pegawai, yaitu K.H.M.Saleh 
Thaha sebagai ketua dan Muh. Syahid sebagai pesuruh. Dengan kondisi seperti 
                                                          
1 Rasyid, A, Raihan, H., Hukum Acara peradilan Agama, (Cet. IV; Jakarta: Raja 
Garfindo Persada, 1995)., h. 17 
2 Hadi Daeng Mapuna, Problematika pelaksanaan Hukum acara Peradilan Agama, 
(cet. Pertama; Makassar, yayasan  fatiya, 20011),. h. 14 
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diatas praktis Pengadilan Agama Sungguminasa belum dapat berbuat apa-apa. 
Sidang-sidang, belum diadakan mengingat kelengkapan sebuah lembaga 
peradilan belum tersedia. Hakim hanya seorang dan panitera belum ada. Pada 
hal sebuah persidangan hanya dapat dilaksanakan bila unsur-unsur tersebut ada. 
Bukan hanya dari segi sumber daya manusianya yang menyebabkan 
Pengadilan Agama Sungguminasa belum dapat memenuhi fungsinya sebagai 
lembaga peradilan, tetapi juga dari segi sarana fisik (perkantoran). alat-alat 
administrasi dan pendukung lainnya sangat minim, sehingga kadang-kadang 
digunakan uang pribadi ketua. 
sebagai tempat pelaksana segala aktivitas peradilan, Pengadilan Agama 
Sungguminasa untuk sementara waktu menggunakan sebuah rumah sakit yang 
berhadapan dengan Pengadilan Negeri Sungguminasa waktu itu. Dirumah sakit 
itulah Pengadilan Agama Sungguminasa melayani masyarakat pencari keadilan. 
Dalam kurung waktu tahun 1967 sampai dengan tahun 1976, pengadilan 
Agama Sungguminasa dapat dikatakan sebagai tahap-tahap pembenahan 
mendasar. Dengan demikian, tugas-tugas yang seharusnya diembang sebagai 
sebuah lembaga peradilan belum berjalan sebagaiman wajarnya. Hal ini dapat 
dimaklumi, sebab dengan kondisi yang sangat minim, baik dari segi tenaga 
(personil) maupun sarana pendukung (administrasi dan perkatoran). 
Akan tetapi setiap orang akan berperkara, tidak mengajukan permohonan 
atau surat gugatan, melainkan diproses secara verbal, tatapi sebelumya 
diselesaikan secara musyawarah di desa masing-masing oleh tokoh masyarakat. 
nanti, setelah tokoh masyarakat tidak bisa menyelesaikannya, baru dibawah 
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kepengadilan untuk diproses lebih lanjut.3 
Pada awal 1962, pengadilan Agama Sungguminasa yang pada awal 
berdirinya menggunakan rumah sakit umum atas perintah pemerintah setempat. 
Keadaan ini berlangsung sampai akhir 1972. kemudian dipindahkan ke kantor 
departemen Agama sebab pada waktu itu kepala kantor departemen Agama 
meminta supaya bertempat di kantor departemen agama, maka disediakanlah 
sebuah ruangan untuk pegawai pengadilan agama Sungguminasa. Akan tetapi 
pada waktu itu antara kepala departemen agama dan ketua pengadilan Agama 
(PA) Sungguminasa terjadi persaingan, maka kantor pengadilan Agama (PA) 
Sungguminasa di pindahkan ke Islamic centre, yang dijadikan sebagai tempat 
pencari keadilan. 
B. Kompetensi Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kata "kekuasaan" disebut juga dengan "kompetensi", yang berasal dari 
bahasa belanda "competentie", yang kadang-kadang diterjemahkan dengan 
kekuasaan mengenai perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama bagi umat 
Islam. Ketiga kata ini dianggap semakna.4Berbicara tentang kompetensi dalam 
kaitannya dengan hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu 
tentang kompetensi relatif dan kompetensi absolut. 
1. Kompetensi Relatif 
Kompetensi relatif diartiakan sebagai kewenangan pengadilan dalam 
                                                          
3M. Alwi Thaha, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Gowa pada tanggal 25 Oktober 2012 di 
Sungguminasa 
 
4 Rasyid, A, Raihan, 11., Op cil h. 25 
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menangani suatu jenis perkara yang sama dan satu tingkatan. Dalam hal ini 
kompetensi yang dimaksud merupakan sebuah kewenangan atau kekuasaan 
pengadilan terhadap perkara yang sama untuk diperiksa diadili dan diputuskan 
dalam lembaga peradilan yang tidak berbeda (tingkatan yang sama). 
2. Kompetensi Absolut 
Kompetensi absolut artinya kewenangan pengadilan yang berhubungan 
dengan jenis-jenis perkara tertentu, artinya pengadilan berwenang memeriksa, 
mengadili dan memutuskan pada tingkat pertama. 
Adapun jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan  
Agama 
1. Perkawinan 
2. Kewarisan 
3. Wasiat 
4. Hibah 
5. Wakaf dan sedekah.5 
Dengan demikian dari semua jenis perkara diatas yang telah menjadi  
kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut 
pada tingkat pertama dan tentunya kewenangan yang seperti ini juga menjadi 
kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai lembaga peradilan yang berdiri sendiri dalam arti lembaga independen 
                                                          
5 Rasyid, A. raihan, H, Op cit, h. 9 
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untuk menegakkan keadilan terhadap jenis- jenis perkara yang diajukan oleh 
seluruh para pencari keadilan khususnya yang beragama Islam. 
Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama dalam menerima 
perkara diharuskan untuk teliti terhadap perkara-perkara yang diajukan 
kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas 
bukan kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika 
Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan 
keberatan yang disebut "eksepsi absolut” dan jenis absolut ini boleh diajukan 
sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, 
malahan sampai ditingkat banding atau di tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, 
eksepsi absolut ini termasuk salah satu di antara tiga alasan yang membolehkan 
orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk 
membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui Batas 
kekuasaan absolutnya. tugas peradilan Agama menerima, memeriksa, dan 
memutuskan perkara yang masih dalam kompetensi absolut dan relatif dari suatu 
Peradilan Agama. 
Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugasnya sebagai 
lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman telah menerimah perkara 
sebanyak 637 pada tahun 2012 (lihat tabel I). dalam jumlah yang sekian itu 
setelah dilakukan identifikasi diperoleh data yang jelas yakni perkara perceraian 
akibat perkawinan Pattongko’ Siri' dan presentase perkara cerai talak dan cerai 
gugat (lihat tabel II dan III). 
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Tabel I 
Jenis-jenis perkara yang diterima 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa pada tahun 2012 
 
Bulan 
JENIS PERKARA 
Jml 
Cerai 
Talak 
Cerai 
Gugat 
Harba 
Bersama 
Isbat 
Nikah 
Kewarisan 
Januari 18 48 - 10 - 76 
Febuari 16 33 - 6 1 56 
Maret 12 34 - 6 - 52 
April 10 42 - 6 - 58 
Mei 13 54 - 10 - 77 
Juni 14 45 1 6 2 68 
Juli 17 36 - 4 1 59 
Agustus 7 19 - 2 - 28 
September 18 69 - 2 2 91 
Oktober 11 57 - 3 - 71 
November - - - - - - 
Desember - - - - - - 
Jumlah 136 437 1 55 6 637 
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Tabel II 
Perkara Perceraian akibat perkawinan pattangko’ siri’ 
Pada pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2012 
 
No Kecamatan Nomor perkara Jenis perkara Ket. Jml 
1. Bonto 
Lempangan 
299/Pdt. G/2012/PA/Sgm Cerai talak Putus  
  237/Pdt. G/2012/PA/Sgm Cerai talak Putus 3 
  249/Pdt. G/2012/PA/Sgm Cerai talak Putus  
      
2. Bonto 
marannu 
209/Pdt. G/2012/PA/Sgm Cerai talak Putus  
  228/Pdt. G/2006/PA/Sgm Cerai Gugat Putus 3 
  277/Pdt. G/2006/PA/Sgm Cerai talak Putus  
 Jumlah    6 
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Tabel III 
Presentase Perkara Akibat Perkawinan Pattabgko' Siri' pada Pengadilan 
Agama Sungguminasa 20011-2012 
No Jenis Perkara Jumlah persen 
1 Cerai Gugat 1 15% 
2 Cerai Talak 5 85% 
  100 100 % 
Dari 15% perkara perceraian akibat Perkawinan Pattongko' Siri' terdapat 
1 perkara cerai gugat dan dari 85% perkara perceraian terdapat 5 jenis perkara 
cerai talak, sehingga perkara perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama 
Sungguminasa mencapai 100% 
Berdasarkan data pada Label dan presentase di atas maka memberikan 
jawaban terhadap pokok permasalahan yang penulis kaji bahwa ternyata 
perkawinan Pattongko' Siri' mempunyai pengaruh yang kecil terhadap jumlah 
perceraian pada Pengadilan Agama Sungguminasa kabupaten Gowa. 
C. Faktor faktor terjadinya Perkawinan Pattongko' Siri' 
Perkawinan Pottongko' Siri merupakan sebuah perkawinan yang 
didalamnya mempunyai tendensi khusus bagi para keluarga yang 
mempraktekkan perkawinan Pattongko' Siri' tersebut. Tendensi tersebut tiada 
lain adalah sebagai penutup malu (aib), menjaga nama baik dan keharmonisan 
ditengah masyarakat dalam waktu sesaat. 
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Bahkan perkawinan ini dijadikan jalan keluar yang ditempuh oleh setiap 
calon mempelai baik laki laki maupun perempuan yang telah melakukan prilaku 
menyimpang terhadap adat Istiadat, Agama, dan hukum positif . 
Adapun faktor faktor yang mempegaruhi terjadi perkawinan ini yaitu: 
1. Adanya hubungan seks (intim) diluar nikah 
2. Desakan pihak keluarga 
3. Penyelamatan status anak 
4. Laki-Laki Yang Menikahi Bukan Yang Menghamili 
5. Perbedaan status sosial 
Kesemua penyebab ini merupakan suatu kesatuan variable dimana 
diantaranya satu mempengaruhi yang lain. 
1. Adanya hubungan seks di luar nikah 
Di tengah-tenagah peradaban masyarakat yang serba modern, pergaulan 
antara pria dan wanita terlihat sangat bebas. 
Hal semacam ini telah merasuki pola hidup laki-laki dan perempuan 
ditengah masyarakat lebih cenderung pada pergaulan yang serba iku-ikutan.6 
Kecenderungan inilah yang menghalangi dan melunturkan nilai-nilai 
keagarnaan, moral, etika dan budaya, sehingga pada akhirnya berbuntut terhadap 
perilaku seksual yang memimpang. 
 
                                                          
6 Haeruddin., Kepala KUA Kecamatan Pallangga Wanwancara di Binamu pada tanggal 15 
Oktober 
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Hubungan seks yang terjadi diluar nikah bagi para remaja makin besar 
pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian setiap calon suami maupun 
istri. Sementara dampak dari prilaku seks diluar nikah ini mengakibatkan 
terjadinya retakan dalam bangunan rumah tangga sebagaimana perkara cerai 
talak Nomor 299 tahun 2012 antara Safaruddin dengan Sulmiati. yang berakhir 
dengan putusan pada Pengadila Agama Sungguminasa. Sisi lain dambaan untuk 
membangun hubungan rumah tangga (suami istri) yang tentram, damai dan 
sejahterah tidak akan tercapai oleh karena beban psikologis yang mereka merasa 
ada keganjalan dan kekurangan yang mereka bawah kedalarn pintu perkawinan. 
Hal ini dapat dilihat dalam putusan pengadilan Agama Sungguminasa: 
"Bahwa oleh karena selama masa pacaran tersebut antara pemohon dan 
termohon telah pernah melakukan 'hubungan intim atau seks, namun 
termohon tidak hamil, dan pada saat hubungan pacaran tersebut putus, 
pemohon kemudian merencanakan akan menikah dengan orang lain, 
namun pada saat keluarga termohon mengetahui rencana itu maka 
keluarga termohon pun mendesak pemohon untuk mengawini termohon 
dengan alasan telah menodai termohon sehingga pemohon, dipaksa untuk 
bertanggung jawab atas diri termohon" .7 
 
2. Desakan pihak keluarga 
Dari sudut sosiologi orang tua yang putrinya hamil di luar nikah akan 
menanggung rasa malu terhadap keluarga dan masyarakat. Untuk itu mereka 
berusaha agar anak yang dikandung itu tidak lahir tanpa seorang ayah. Salah 
satu cara yang mereka tempuh yaitu mendesak dan menuntut agar pria yang 
menghamilinya bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini di ungkapkan 
Basri, bahwa perkawinannya terjadi oleh karena desakan orang tua si perempuan 
yang dianggap hamil tersebut untuk mengakhiri dan menghindari desakan yang 
                                                          
7 Salinan Putusan perkara Nomor 299 /Pengadilan Agama/Sungguminasa 2012 
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terus menerus, namun setelah pernikahannya dilaksanakan ternyata si 
perempuan itu tidaklah hamil, maka secara spontan ia tinggalkan istrinya untuk 
selamaya.8 
Akan tetapi, secara faktual terkadang lelaki yang bersangkutan enggan 
bertanggung jawab atau bahkan menyangkal perbuatannya, tetapi dengan 
kondisi terdesak seperti itu maka laki-laki tadi bersedia mengawini perempuan 
tersebut (pemohon) tetapi dengan niat akan meninggalkan setelah akad nikah 
selesai sebagaimana terlihat dalam salinan putusan: 
"Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dilaksanakan secara 
paksa,disebabkan keluarga termohon memaksa untuk mengawini termohon 
dengan alasan bahwa termohon telah menghamili. Dan ternyata alasan 
keluarga tersebut tidak benar sehingga setelah melangsungkan perkawinan 
pemohon langsung meninggalkan termohon".9 
 
Seorang laki-laki yang terpaksa melangsungkan perkawinan karna 
desakan keluarga ternyata sangat disayangkan, dimana setelah perkawainan itu 
dilaksanakan dan setelah laki-laki mengetahui bahwa ternyata tuduhan dari 
keluarga perempuan tidak terbukti, maka laki-laki tersebut langsung 
meniggalkan istrinya dan tidak ingin berumah tangga lagi.10 
3. Laki laki yang menikahi bukan yang menghamili 
Kita tidak bisa pungkiri bahwa sesungguhnya untuk membina rumah 
tangga yang baik tentu harus dilandasi dengan cinta dan kasih sayang tetapi 
dengan kondisi masyarakat Sungguminasa yang lebih terfokus pada nama baik 
                                                          
8 Basri, pelaku Kawin Pattongko' Siri' wawancara pada tanggal 23 Oktober 2012 di Bonto 
Lempangan Kabupaten Gowa 
9 Salinan Putusan Perkara Cerai Talak No 209  Pengadilan Agama Sungguminasa 2012. 
10 Basri., Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara di Sungguminasa Pada 
Tanggal 1 November 2012 
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dan rasa malu yang takut menghilangkan kharismatik keluarga sehingga 
mayoritas perempuan yang hamil diluar nikah dicarikan jalan penyelesaian 
dengan menikahkan perempuan kepada laki-laki yang bukan menghamilinya. 
Oleh karna itu ketika perempuan (wanita) hamil kawin dengan laki-laki 
yang bukan menghamilinya maka resiko harus diterimanya setelah keadaan 
tersebut diketahuinya ia harus siap ditinggalkan selamanya dan ternyata begitu 
laki laki segera mengetahui hal itu langsung meninggalkan istrinya.11 Dalam ini 
dapat dilihat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa : 
"Setelah selesai akad dilaksanakan maka pada malam harinya setelah 
pemohon dengan termohon berbaring bersama ditempat tidur, maka 
termohon sendiri langsung mengakui kepada pemohon bahwa aib yang ada 
dalam kandungannya itu bukan hasil dari hubungan termohon dengan 
pemohon, melainkan hasil dari hubungan termohon dengan pacarnya yang 
lain sehingga mengakibatkan pemohon pada saat itu menjadi benci terhadap 
termohon dan telah bertekad untuk tidak melanjutkan hidup berumah tangga 
dengan termohon".12 
4. Penyelamatan status anak 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara nyata dirumuskan bahwa 
anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat suatu perkawinan 
yang sah. Maksudnya adalah anak atau keturunan yang dilahirkan di luar 
perkawinan pernikahan (sebelum akad nikah), akan dinyatakan oleh aturan yang 
berlaku sebagai anak tidak sah atau dalam pandangan masyarakat sering 
dianggap sebagai anak zina. Dalam menyelamatkan status yang lahir tanpa ayah, 
maka Nurdin dengan Hasmawai terpaksa dinikahkan sebagaimana dalam 
                                                          
11Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Wawancar di Sungguminasa Pada Tanggal 5 
November  2012 
 
12 Salinan Putusan Perkara Nomor 277 Pengadilan Agama Sungguminasa 2012 
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perkara cerai talak nomor 228 tahun 2012 Pada Pengadilan Agama 
Sungguminasa. 
Untuk menghindari akibat negatif dari status anak tersebut supaya masa 
depannya tidak suram dan penuh cemooh dari cibiran masyarakat, akibat ulah 
orang tuanya, maka jalan penyelamatan yang harus dilakukan ialah memaksa 
kedua belah pihak itu untuk melangsungkan perkawinan secara sah (Pattongko' 
Siri’) di hadapan pegawai pencatat nikah, meskipun kesediaan melakukan 
perkawinan itu hanya memenuhi akad nikah sebagai proses penyelamatan anak 
5. Status Sosial 
Masyarakat Sungguminasa merupakan salah satu komunitas masyarakat 
yang mempunyai budaya yang sangat kental sepeti juga masyarakat lainnya di 
sulawesi selatan ini. Salah satu budaya yang sampai hari masih di agung-
agungkan oleh masyarakat Gowa Sungguminasa adalah budaya bangsawan atau 
kekaraengan (bahasa lokal masyarakat Sungguminasa). Budaya tersebut masih 
menjadi tolak ukur dalam pergaulan masyarakat terutama pada pertalian. 
keturunan. 
Hal ini dapat dilihat ketika seorang laki-laki pacaran dengan seorang 
perempuan yang kemudian diketahui oleh masing-masing keluarganya apalagi 
jika perempuan tersebut berasal dari.keturunan bangsawan (karaeng) dan laki-
laki itu bukan dari keturunan bangsawan maka mereka tidak mendapat restu dari 
keluarga perempuan terhadap hubungan yang mereka bangun pada hal laki-laki 
dan perempuan itu telah pernah melakukan hubungan seks. Oleh karena laki-laki 
dan perempuan tersebut telah saling mencintai dan sukar untuk di pisahkan 
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sehingga mereka nekat melaksanakan kawin lari. 
Mengingat prilaku tersebut merupakan tindakan yang sangat memalukan 
bagi keturunan bangsawan, maka dengan sangat terpaksa perempuan yang 
melaksanakan kawin lari itu di pisahkan oleh prang tuanya dan dinikahkannya 
dengan laki-laki lain dan berasal dari keturunan bangsawan (karaeng) yang tidak 
ia cintai sehingga hal demikian sangat mempengaruhi keharmonisan rumah 
tangga dan bahkan lebih mengarah pada perceraian.13 
D. Langkah-langkah mengurangi perkawinan Pattongko' Siri" 
Perkawinan Pattongko' Siri' sesungguhnya dapat diklaim sebagai 
perkawinan yang sungguh amal tercela, betapa tidak, perkawinan yang 
diharapkan dapat bertahan dalam suasana keharmonisan yang di ikat dengan 
cinta dan kasih sayang ternyata tidak dapat diwujudkan. 
Olehnya itu penting untuk melakukan langkah-langkah antisipasi sebagai 
usaha dalam rangka mengurangi kasus perkawinan Pattongko' Siri'. Dari data 
yang diperoleh sekaligus bertolak pada penyebab. mendasar terjadinya 
perkawinan Pattongko' Siri' diantaranya penting dilaksanakan 
1. Peningkatan kegiatan organisasi kepemudaaan (aktivitas remaja) 
Mengingat pada umumnya perkawinan Pattongko' Siri' dilakukan oleh 
pasangan yang berusia remaja (Muda), sebagai akibat daripada kehamilan diluar 
nikah, maka upaya yang tepat untuk membentuk dan membina rumah tangga 
                                                          
13 Ahmad Daud Dg Lewa, Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Kecamatan Pallangga 
wawancara pada tanggal 6 November 
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bahagia, sejahtera dan kekal, justru muncul adanya praktek perkawinan 
perkawinan Pattongko' Siri' yang tujuannya atau niatnya untuk menghilangkan 
rasa malu akibat perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para remaja 
sehingga lebih mengarah pada perceraian. Padahal perceraian sangat dianjurkan 
oleh syariat Islam untuk dihindari sejauh mungkin. 
Berkaitan dengan asumsi ini mengantisipasi hal tersebut adalah 
meningkatkan secara rutin kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok (Organisasi) 
pemuda (Remaja) khususnya kegiatan yang bernuansa keagamaan. 
Dalam kaitannaya dengan peningkatan kegiatan kelompok kepemudaan, 
peran Remaja Mesjid sangat dibutuhkan, apalagi selama Skala nasional remaja 
mesjid mempunyai struktur Organisasi yang mapan, yakni dengan keberadaan 
Badan Koordinasi Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) yang menyebar hampir 
diseluruh wilayah nusantara. 
Keberadaan BKPRMI yang kemudian menghimpun para remaja untuk 
selalu berkreativitas sangat di perlukan. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa 
dengan terbentuknya BKPRMI di Sungguminasa merupakan buah tugas 
daripada kalangan masyarakat, baik dari pemerintah daerah maupun instansi 
yang terkait yakni Departemen Agama (DEPAG). Kegiatan yang rutinitas 
kelompok pemuda besar sekali peranannya dalam membina. generasi muda, 
sebab ketika kaula muda begitu disibukkan oleh kegiatan rutinitasnya yang 
secara otomatis pikirannya mulai terpola kepada hasil-hasil yang positif. 
Paradigma pembinaan seperti ini yang mampu membentengi pikiran dan 
hati generasi muda dari desakan dan gejolak kemajuan yang selalu 
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memperturutkan nafsu (syahwat).14 
2. Peranan Orang Tua Dalam Mendidik Anak 
Lingkungan keluarga merupakan basis pendidikan awal bagi anak-anak, 
sebelum ia bersentuhan dengan lingkungan luar (Lingkungan sekolah dan. 
masyarakat). Oleh karena itu, kedua orang tua dalam hal ini sebagai unsur 
pendidik harus secara dini menanamkan nilai-nilai pendidikan terhadap 
anaknya, dalam rangka proses pembentukan kepribadiannya. Sehingga ketika 
anak tersebut berinteraksi dengan lingkungannya, tidak akan mudah 
terkontaminasi dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya. 
Dengan fungsi pendidikan sebagai proses pembentukan kepribadian 
manusia, maka orang tua perlu memperhatikan lebih banyak memberi materi-
materi Agama dan moral (akhlak) dalam membangun sistem pendidikan 
keluarga, sebab hanya dengan proses seperti ini yang mampu mempola prilaku 
anak dalam kehidupan. 
3. Penyuluhan Hukum 
Ada dua macam penyuluhan yang dilakukan oleh pihak instansi terkait : 
a. Penyuluhan mandiri 
b. Penyuluhan terpadu 
Penyuluhan mandiri, dilaksanakan oieh instansi terkait tanpa melibatkan 
instansi yang lain, misalnya Departemen Agama Kabupaten Sungguminasa, 
dalam hal ini Penerangan agama Islam telah menyediakan tenaga-tenaga 
penyuluh yang tersebar di kecamatan-kecamatan yang menjadi kedanya, dengan 
                                                          
14  Tahir., Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Kecamtan Bonto Lempangan, Wawancara pads 
tanggal 6 November 2012 di Bonto Lempangan 
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berbasis pada Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun metode penyuluhannya 
berbentuk, pembinaan taman pengajian Al-Quran (TPA) dan pemakmuran 
kegiatan-kegiatan masjid.15 
Penyuluhan secara terpadu, dilaksanakan oleh gabungan beberapa 
instansi, yaitu Departemen Agama (DEPAG) Sungguminasa, Pengadilan Agama 
Sungguminasa dan pemerintah daerah (Bagian Hukum). Program penyuluhan 
terpadu ini dilaksanakan hampir sekali dalam dua bulan . Diantara materi-materi 
yang disajikan : 
* Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
* Kompilasi Hukum Islam 
* Undang-undang Perdilan Agama Nomor 7 Tahun 1989. 
Pada materi nasehat perkawinan, pihak KUA telah berupaya untuk selalu 
menyinggung perkawinan Pattongko' Siri' yang marak terjadi di tengah-tengah 
masyarakat. 
                                                          
15 Hakim pengdilan Agama Sungguminasao wawancara pada tanggal 7 November 2012 di 
Sungguminasa. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan mengenai tingkat perceraian akibat perkawinan 
Pattongko' Siri' pada skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
Perkawinan pattongko’ siri’ mempunyai pengaruh kecil terhadap 
tingkatan perceraian yang terjadi di pengadilan Agama Sungguminasa 
khususnya di Kabupaten Gowa. 
1. Perkawinan Pattongko Siri' terjadi oleh karena adanya hubungan 
seks di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Hal ini menjadi 
solusi bagi masyarakat untuk menghindari aib keluarga dan proses 
penyelamatan status anak dari cibiran masyarakat jika lahir tanpa 
seorang ayah. 
2. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi perkawinan 
Pattongko’  Siri’ yakni : 
a. Peningkatan kegiatan organisasi kepemudaan (aktivitas remaja) 
b. Penerapan pendidikan tentang keagamaan 
c. Penyuluhan Hukum 
Penyuluhan hukum ini dilaksanakan secara terpadu yang memuat materi-materi 
sebagai berikut: 
1. Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
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3. Undang-undang perdilan Agama Nomor 7 Tahun 1989. 
B. Implikasi Penelitian 
Ternyata perkawinan Pattongko' Siri' yang marak terjadi di Kabupaten 
Gowa sedikit banyaknya telah memepengaruhi tingkat perceraian pada 
pengadilan Agama Sunggumina. Berkenaan dengan itu, tulisan ini diharapkan 
memberi sumbangan positif, paling tidak sebagai tambahan informasi untuk 
masyarakat Sungguminasa yang pada akhirnya dapat menjadi referensi bagi para 
pelaku kawin Pattongko 'Siri' sehingga mengurangi prilaku yang mengakibatkan 
perkawinan seperti ini dan tentunya jumlah perceraian pun akibat perkawinan 
demikian serendah mungkin. 
Demikianlah tulisan ini kiranya menjadi uraian deskriptif yang 
bermanfaat. Tentu saja diharapkan untuk ditindaklanjuti di masa-masa 
mendatang, terutama oleh para peneliti muda atau mereka yang berminat 
mengkaji masalah-masalah perkawinan secara umum dan khususnya perkawinan 
Pattongko’  Siri’. 
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